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PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINST GORONTALO
NOMOR 27 TAHUN 2005

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO

Menimbang

Mengingat :

TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI GORONTALO,

bahwa sebagali dasar dan arah alokasi pendanaan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta
pelayanan publik dan pelayanan aparatur yang efektif dan efisien
perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Gorontalo Tahun Anggaran 2006;

bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2006, merupakan strategi
dan pricritas untuk lebih mengoptimalkan pencapaian program
vang telah ditetapkan pada Kebijakan Umum  Anggaran
(KUA) Tahun 2006 dan Nota Kesepakatan yang ditandatangani
tanggal 12 Desember 2005;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, petlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Georontalo Tahun Anggaran 2006;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1885 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomaor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1594 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Négara Republik Indonesia Nomor 3569);



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
MNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepctisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
MNomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4165);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4027);
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Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian
Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintabh Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

Peraturan Daerah Provins! Gerontalo Nomar 39 Tahun 2002 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2002 Nomor 04 Seri A);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORCONTALO

dan
GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALC TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN
ANGGARAN 2006



Pasal 1

Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2006

sebagai berikut:

1. Pendapatan

Rp. 442.229.890.710

a. PAD Rp. 46.739.890.710
b. Dana Perimbangan Rp. 395.490.000.000
¢. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp. -

2. Belanja Rp. 448.722.672.110
a. Belanja Tidak Langsung Rp. 173.117.534.651
b. Belanja Langsung Rp. 275.605.137.459

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Uraian lebih lanjut

Surplus / Defisit Rp. (6.492.781.400)

Rp. 11.492.781.400
Rp. 5.000.000.000
Jumlah Pembiayaan Rp. 6.492.781.400

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Gorontalo Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,

tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

a. Lampiran I

b. Lampiran II

¢. Lampiran II1
d. Lampiran IV
e. Lampiran V

[. Lampiran VI
g. Lampiran VII

: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

: Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2006;

: Rekapitulasi Pendapatan;

: Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung;
: Rekapitulasi Belanja Langsung;

: Rincian Pendapatan Belanja;

: Rincian Pembiayaan.



Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai Landasan Operasional pelaksanaan, Kepala Daerah menetapkan
Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.
Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Provinsi Gorontalo.
Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 30 Desember 2005
GUBERNUR GORONTALQ,

FADEL MUHAMMAD
Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 30 Desember 2005
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

o

HAMDAN DATUNSOLANG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2006 NOMOR €3 SERI * A "



